BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR & Thwus 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Fasal 4 avat (3)
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar
Kegiatan  Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Gorontalo Utara.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang

rarAr  Pembentukan Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara

Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4687 ),

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Awmas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indaonesia Nomor 5679




3. Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor |14, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 214);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih
Pungsi Sanggar Kegiatan Belgjar menjadi  Satuan
Pendidikan Non Formal;

6. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1453 tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan
Belajar.

7. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata
kerja Dinas Pendidikan.

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN

PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEBEGIATAN
BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
GORONTALO UTARA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2,

Dacrah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pemerintah Dacrah adalah Bupati scbagai  unsur penyclenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
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Dinas Pendidikan yang selanjutmya disebut Dinas adaiah perangka!
Daerah yvang menyelenggarakan Urusan Pemenntahan di  bidang
pendidikan.

Urusan Pemenntahan adalah kekuassan pemenntahan yvang menjad
Kewenangan Fresiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementenan
negara dan penyclenggara Pemerintahan Daerah untuk melindung,
melayani, memberdavakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dan Pemenniah Pusa: kepada
Dacrah untuk melaksanakan scbagian Urusan Pemerintahan ang
menjad: kewenangan Pemerintah Pusa: atau dan Pemerintah Provns
kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintaharn
yang menjadi kewenangan Pemenntzah Provinsi.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah dalam penveienggarasn Urusan Pemerintahan vang
menjadi kewenangan Dacrah,

Unit Pelaksana Teknis Dinas vang selanjutnya dapat discbur UPTD
adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Pendidikan Pemuda darn
Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara.

Ssiuan Pendidikan Non Formal selanjutnya disebut satuan PNF adalah
—avanan Pendicikan vang menvelenggarakan Program Pendidikan Non
Formal

Program Pendidikan Non Formal selanjutnya disebut Program PNF adalah
~ayanan pendidikan  vang diselenggarakan untuk memberdavakan
masvaraxa: melalu) pendidikan kecakapan hidup, pendidikan Anak Usia
Dhmi Pendidiian Nepemuduan, Pendidikan Pemberdasvaan Perempuan
Fendidiar Neaksaraan. Pendidikan Keterampilar dan Pelatihan Kerja.
Pendidizan Resslarsan sers Pendidikan lain vang ditujukan untuk
MEngemBaAnxar kemampuan peserta didik.

‘1. Program Pendidixan Anak Usma Dini selanjutnya disebut Program PAUL

adaah program pendidikan vang ditujukan kepada anak seiak lahir
Sampa: Sengan usia 6 [enam) tahun yang dilakukan melalui pembenan
Tangsangar  pendidikan  untuk  membantu  pertumbuhan  dan
periembangan lasmani dan rohant agar anak memiiki kKesiapan dalam
memasula pendidican lebik lanjut;

Unit Pelaksana Teknis Dinas vang selanjutnyva disvbhut UPTD adalah Unis
Pelaxsara Teknus lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Goronalo Utara
Eselon adalah Tingxatan Jabatan Struktural.
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BABII
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Sanggar Kegiaman Belajar dialih fungsikan menjadi Satuan Pendidikan

Non Formal Sejenis.

Aﬁhﬁmgd&nmrﬂep‘aun&lqjarmcqjdi&mm?ﬂ?&jems

scbagaimana dimaksud pada avat (2) dilakukan dengan ketentuaan

scbagai berkut

a. Sanggar Kegiatan Belajar tetap digunakan sebagai nomenkaltur
satuan PNF sejenis;

b. Tugas Sanggar Kegiatan Belajar diubah menjadi tugas Satuan PNF
sejenis; dan

€. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dijabat oleh Pamong Belajar vang
diberi tugss tambahan sebagal Kepala, sesua dengan Feraturan
Perundang-undangan.

Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan

Belajar sebzgaimana dimaksud pada avat (1) terdiri dari -

a. Dewan Penyantun; dan

b. Pendidik.

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan

Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3
U&MWWWMP«MWK@M
Belagjar adalah Satuan Pendidikan Non Formal sejenis dibawah Dinas
Pendidikan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala
DhuWﬂnndmm!dmioeduhﬁfdibﬁuothcp-hbidmg
vang bertanggung jawab pada pelaksanaar Program FPendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masvarakat di Dinas Pendidikan

Sanggar Kegiatan Belajer berkedudukan sebaga Unit Pelaksana Teknis
Dinas berbentuk sejenis, dilaksanakan oleh dua Sanggar Kegiatan belajar
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-yaim di Kecamatan Atnggola dan Kecamatan Kwandang, yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4
Unit Pelaksana Teinis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegatan
Belgjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas
menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis dan pengabdian
kepada masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat.

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegatan
Belajar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
menyelenggarakan fungsi:

a. penyclenggaraan program pendidikan non formal;

b. pembentuk rombongan belajur program pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masvarakat;

c. penyelenggara pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;

d. pembimbing program pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat di masyarakat,

e. pengembang kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal.

[ penyelenggara evaluasi pembelajaran program pendidikan anak usia dim
dan pendidikan masyarakat;

8- penyelenggara program percontohan program pendidikan anak usia dini,
pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kursus dan pelatihan sera
pendidikan non formal lainnya;

h. menghimpun, mengolah data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan vang
berkaitan dengan penigelolaan sanggar kegatan belajar,

I myebnmnhndunhinunmdiﬂihnnmkuﬁndwdmpmdidihn

masyarakat;




J. melaksanakan pelatihan dan fasilitasi pergembangan model pembelajaran
bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan masyarakat,
pendidikan kesetaraan, kursus dan pelathan, pendidikan anak usia dini
dan pendidikan non formal lainnya,

k. pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik den
masyarakat;

|. pelaksana administrasi sanggar kegiatan belajar,

m. menyvelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau upan
kompetensi program pendidikan non formal sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

n. menerbitkan fjazah dan/atau sertifikat Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh
masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

0. melaksanakan fungsi lain kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6
(1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non
Formal Sanggar Kegiatan Belajar terdiri atas :
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Satuan
Kegiatan Belajar,
. Kepala Urusan Tata Usaha;
c. Wakil Kepala, terdin atas
1) Wakil Kepala Urusan Pembelajaran;
2) Wakil Kepala Urusan Pembinaan, dan
3) Wakil Kepala Urusan Pengabdian.
d. Kelompok jabatan fungsional
(2) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Non Formal Sanggar
Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada avat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan

B 1)




Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Corontalo Utara sebaga: Satuan
Pendidikan Non Formal sejenis berhak

a.
b.
C.
d

(1)

Memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional,

Memperoleh akreditasi darl Badan Akreditasi Nasional.

Memperoleh pembinaan dart Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat:
Menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan dan/atau uji
kompetensi peserta didik PNF sesual dengan peraturan perundang
undangan;

Menerbitkan {jazah dan/atau sertifikat kompetens bagli peserta didik
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal

Satuan Kegiatan Belajar

Pasal 8

Kepala unit pelaksana teknis satuan pendidikan non formal satuan

kegiatan belajar sehagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

adalah pamong belajar SKB mempunyai tugas memimpin, merencanakan,

mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan
pendidikan non formal di lingkungan SKB.

Kepala unit pelaksana teknis satuan pendidikan non formal satuan

kegiatan belajar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyeienggarakan fungsi :

a. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi satuan kegiatan
belajar;

b. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan misi dan tujuan
sanggar kegiatan belajar.

C. menyusun rencana keria jangka menengah vang menggambarkan
tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung
peningkatan mutu lulusen sanggar kegiatan belajar,

d. menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana
kegiatan dan anggaran sanggar kegiatan belajar berdasarkan rencana
kerja jangka menengah.

€. menyusun rencana program sanggar kegiatan belajar;

f. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sanggar kegiatan belajar per
semester dan tahunan;
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g melaksanakan pengembangan organisasi sanggar kegiatan beajar
sesuai dengan kebutuhan;

h. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan sanggar
kegiatan belajar menuru organisasi pembelajaran yang ofekuf,

i. melaksanakan pengelolann pendidik dan tenags kependidikan sanggar
kegiatan belajar dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia
secara optimal;

J. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana sanggar kegiatan
belajar dalam rangka pendayagunaan secara cptimal;

k. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan
peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas
peserta didik;

l. melaksanakan pengelolaan pengembangan kunkulum dan kegmtan
pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;

m. melaksanakan program percontchan program pendidikan anak usia
dini dan pendidikan masyarakat di masyarakat.

n. melaksanakan program desa binaan dan pengabdian masyarakat yang
terkait dengan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;

0. melaksanakan pengelolaan ketatausahsan dan keuangan sanggar
kegiatan belajar sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsif
pengelolaan yang akuntubel, transparan dan cfisien,

p- melaksanakan pengelolaan sistem informasi sanggar kegiatan belajar
dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan
pembelajaran dan manajemen sanggar kegiatan belajar;

q. melaksanakan pemonitoran, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kegilatan sanggar kegiatan belajar;

r. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik
dan masyarakat, dan dewan pendidikan;

s. melaksanakan sistem pengendalian internal;

t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan

u. melaksanakan fungs! kedinasan lain yang diperintahkan oleh kepade
dinas.

KL [ 1]




3)

%

Sagan Ketiga
Kepala Urusan Tata Usaha
Pasal 9

Kepala urusan tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf b mempunyai tugas melakukan administrasi kurikulum. peserta

didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan

masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

Kepala urusan tata ussha dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungs:

a. melakukan penylapan bahan penyusunan program kerja dan anggaran
sanggar kegiatan belajar,

b. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran
dan pertanggungiawaban anggaran sanggar kegiatan belajar,

c. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai d|
lingkungan sanggar kegiatan belajar,

d. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang
belanja modal dan pembayaran lainnya;

e. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan
sanggar kegiatan belajar:

f. melakukan f(asilitasi peningkatan kompetens: pendidik dan tenags
kependidikan;

g melakukan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan
pendidik dan tenaga kependidikan,

h. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan dan
kearsipan di lingkungan sanggar kegiatan belgjar.

i. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan SKB,

J. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pngadaan, penerimaan.

inventarisasi. penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang
miik negara di lingkungan sanggar kegiatan belajar.

k. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan
di lingkungan sanggar kegiatan belajar;

. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan parasarans di
lingkungan sanggar kegiatan belajar;
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m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata
usaha;

n. melakukan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep
laporan sanggar kegiatan belajar.

o. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta cidik
dan masyarakat;

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan; dan

Q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala SKB.

Paragraf Kesatu
Wakil Kepala Urusan Pembinaan

Pasal 10

Wakil kepala urusan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf b mempunyai tugas *

a. pembentuk rombongan belajar program pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyvarakat;

b. penyelenggara pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;

c. pengembang kurikulum, bahan ajar dan media belsjar muatan
lokal; dan :

d. penyelenggarn evaluas: pembelajaran program pendidikan anak uswa
dini dan pendidikan masyarakat.

Walkil kepala urusan pembinaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi -

a. melakukan pendataan/pemetaan kelompok sasaran;

b. melakukan seleksi calon pendidik dan tenaga kependidikan;

¢. menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran:

d. melakukan koordinasi dengan pemangku kependingan;

e. pembentukan rombongan belajar pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat,

[. menyusun lsporan pembentukan rombongan belajar pendidikan anak
usia dini dan pendidikan masyarakat;

g menyiapkan rencana program pembelajaran;

menyiapkan materi, media dan peraga pembelajaran;

i. melaksanakan proses, adminisstrasi dan motivasi pembelajaran;

&

-,k

e T 1]




j. menyusun draf kurikulum muatan lokal, bahan ajar pendukung dan

media belajar muatan lokal;

k. uji coba draf, analisis dan revisi;

. pemanfaatan dan perbaikan secara berkelanjutan;

m. menyusun butir soal berdasarkan kisi-kisi;

n. analisis butir soal peniiaian;

0. uji coba soal penilaian

p. revisi/perbaikan soal penilaian;

q. pelaksanaan penilaian untuk program yang diselenggarakan SKB atau
Program PAUD dan Dikmas yang diselenggarakan masyarakat, dan

r. melaksanakan fungsi kedinasan lainnya vang diperintahkan oleh
atasan.

Paragraf Kedua
Wakil Kepala Urusan Pembdinaan

Pasal 11

(1) Wakil kepala urusan pembinaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf b mempunyai tugas
a. penyelenggara program perconiohan program pendidikan anak usia dini

dan pendidikan masyarakat,

b. pembimbing program PAUD dan Dikmas di masyarakat:

c.

penvelenggara desa binaan PAUD dan Dikmas

(2) Wakil kepala urusan pembinaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi
&. melakukan pemetaan mutu program yang diselenggarakan SKB

berdasarkan 8 standar nasional pendidikan;

melakukan perbaikan untuk memenuhi denapan SNP,

meilakukan verifikasi ketercapaian SNV,

mengajukan akreditasi,

melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pengelola satuan
pendidikan PAUD dan Dikmas:

melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan PAUD dan
Dikmas;

memberikan bimbingan / supervisi dan fasilitas: ke satuan pendidikan.
melakukan verifikasi pemecahan masalah pembelajaran;

melakukan pemetaan /pendataan;
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k. umymunmtm?kﬂbdmbﬁmumﬁdmmmwdm;

L membuﬂanbﬁnunpn/wpuviddmfunmdkeatumpmdmhn.
m. melakukan verifikasi pemecahan masalah pembelajaran.

n. melakukan koordinasi dan sinkronasasi dengan dinas terkait dan desa.
0. myuwnmtnPAUdeoﬂmmmﬂdmpn kondisi;

P membuat nota kesepahaman (MOU)

q menyelenggarakan program bersama masyarakat.

r melakukan penilaian ketercapaian program,

8. mmyumnpehpotmpdnkummdeubhnn;w

t mwmwmmmaummmm.

Paragraf Ketiga
Wakil Kepala Urusan Pengabdian

Pasal 12
(l)delkzpnhummmbduanmdideddmhnl6
ayat (1) huruf b mempunyai tugas pelaksana pengabdian masyarakat yang
terkait dengan program PAUD dan Dikmas.
(2) Wakil kepala urusan pengabdian dalam melaksanakan tugas scbagaimann
Mpldllyu(l)mnpkmnhnmn‘d:
[ melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang program pengabdian
PAUD dan Dikmas;
¢ menyiapkan menu-menu layanan pengabdian;
h. membangun kerjasama dengan lembaga organisasi, dunia usaha, dinas
dan pemangku kepentingan,
i. melaksanakan layanan pengabdian masyarakat,
j. melakukan evaluasi dan pelaporan; dan
k. melaksanakan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan olch atasar.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 13
(1) Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unu
Pelaksana Teknis sesuni dengan keahlian dan kebutuhan.
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12)

13)

(%)

16)

Kelompok Jabatan Fungsional terdini dan sejumiah tenaga fungsional
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Kelompok Jabawan Fungsional dipimpin oleh scorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk,

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kena.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsicnal diatur sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesua: dengan
Peraturan Perundang-undangan

BAB V
Dewan Penyantun

Pasal 14

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avar (2

mempunyai tugas merancang, melaksanakan dan tindak lanjut. Beberapa

unsur yang dapat menjadi dewan penyantun diantaranva :

a. Ketua Himpaudi/IGTK (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Anak Usia Dinl Indonesia//katan Guru Taman Kanak-Kanak);

b. Ketua Dewan Pendidikan;

c. Ketua Dewan kerajinan Nasional;

d. Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus indonesia;

e. Ketua Kamar Dagang Indonesia; dan

f Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.

(2) Dewan Penyantun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. membantu mencari peluang-peluang bagi program di SKB;

b. memberikan dukungan akses dan jejaring bag: program SKB;

¢. membantu SKB dalam upaya memperoleh dukungan pendanaan,
sarana prasarana dan tenaga pendidik;

d. memberikan saran, arahan dan pembinaan untuk melaksanakan tugas
dan fungsi SKB sekaligus meningkatkan peran SKB;

e. memberikan pendampingan bagi SKB dalam melaksanakan tugas; dan

. memberikan solusi apabila SKB menghadap: permasalahan dalam
melaksanakan tugas.
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BAB VI
Pendidik

Pasal 15
Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayar (3) mempunya: tugas
pembentukan rombongan belajar, pembelajaran, pembimbingan dan
pengabdian. Pendidik adalah tenaga kontrak bukan PNS, bukan Tenaga Tetap
SKB dan bersifat pengabdian. Jenis-jenis tenaga pendidik adalah sebagm
benkut |
(1) pengasul PAUD bag yang mengasub dan mendidik di kelompok bermaun,
taman penitipan anak, dan PAUD sejenis;
(2) instruktur kursus dan pelatthan hagi yang melakukan pendidikan dan
pelatihan pada program kursus, pelatihan dan kewirausahaan, dan
(3) tutor keaksaraan dan kesectaraan bagi yang melakukan pembelajaran d
rombongan belajar keaksaraan dan kesetaraan.

BAB VIl
TATA KERJA

Pasal 16
Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegatan
Belajar dalam melaksanakan tugas dan fungsinva menerapkan pnnsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Pasal 17
(i) Setap pimpinan satuan organisas: dalam melaksanakan tugas,
menycicnggarakan hubungan fungsional dengan mstansi lun yang
berkaitan dengan fungsinya
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta
petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

BAB Vil
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 18
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{1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar
Kegiatan Belajar merupakan jabatan fungsional.

(2) Kepala Urusan Tata Usahs merupakan jabatan fungsional eseclon IV.b
atau jabatan pengawas.

BAB X
" KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

(1) Dengan ditciapkannya Perauran Bupatd ini, semua SKB yang dialih
fungsikan menjadi Satuan Pendidikan Non Formal masih fetap
melaksanakan tugasnva sampai terlaksananva alih fungsi SKB menjadi
Satuan Pendidikan Non Formal sesuai dengan Peraturan perundang:
undangan.

(2) Kepala Satuan PNF alih fungsi dijabat oleh Kepala UPTD SKB sampai
ditetapkannya Kepala Satuan PNF alih Fungsi dar SKB definitif sesuai
peraturan perundang-undangan.

(3] Penetapan Kepala Satuan PNF alth fungs: dart SKB dilakukan oleh Kepala
Dinas, dan struktur yang scbelumnya tidak berlaku lagi setelah dilantiknya
pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal
Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan vang
mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dergan peraturan bupati ini
dinyatakan dicabut dan tidak beriaku lagl.

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara.
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Pusal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diundanghkan ¢i Kwandang
pacta tanggal o parer 2017

Utama Madya
Nip. 19580714 198602 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017 NOMOR a2
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